
 

77 

 

TINJAUAN HUKUM TERKAIT PELANGGARAN KEKARANTINAAN 

PADA MASA PANDEMI 

 (Studi Kasus Putusan No.  173/Pid.Sus/2021/PT/DKI) 
 

Vellen
1
, Clarinda Khobert

2
, Meisia Indah Angelina P

3
, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan

4
, 

Andi Hakim Lubis
5
 

1,2,3,4
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia 

Jalan Sampul No. 4 Gedung Kampus Utama Universitas Prima Indonesia 
4
Fakultas Hukum, Universitas Battuta 

Jalan Sekip, Sp Sikambing, Sekip, Medan Petisah 

emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id 
 

 

Abstrak 
Dalam situasi pandemi Covid-19, Indonesia harus mengambil sikap untuk menekan meluasnya 

penyebaran virus ini.Penyebaran Covid-19 berpotensi menimbulkan kegawat daruratan kesehatan, 

sehingga untuk mencegah meluasnya dampak virus ini salah satunya adalah tindakan karantina.Untuk 

itu perlu dikaji mengenai bagaimana kriteria tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana 

kekarantinaan, bagaimana pnerapan hukum pidana terkait pelanggaran tindak pidana kekarantinaan 

pada masa pandemi  Covid-19 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 

173/Pid.Sus/2021/PT/DKI terkait pelanggaran tindak pidana kekarantinaan pada masa pandemi.Jenis 

penelitian yang dipakai adalah hukum normatif.Sifat penelitian adalah deskriptif analisiis.Teknik 

pegumpulan data dalam penelitian menggunakan kepustakaan (Library Research).Analisis data 

dilakukan secara kualitatif. 

 

Kata Kunci : Pelanggaran Kekarantinaan, Pandemi, Covid-19 

 

Abstract  
In the Covid-19 pandemic situation, Indonesia must take a stance to suppress the spread of this virus. 

The spread of Covid-19 has the potential to cause a health emergency, so to prevent the spread of the 

impact of this virus one of which is quarantine measures. For this reason, it is necessary to study the 

criteria for criminal acts which are categorized as quarantine crimes, how is the application of 

criminal law related to quarantine crime violations during the Covid-19 pandemic and what are the 

judges' considerations in deciding case No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI regarding violations of 

quarantine crimes during a pandemic. The type of research used is normative law. The nature of the 

research is descriptive analysis. Data collection techniques in research use libraries (Library 

Research). qualitative. 

 

Keywords : Quarantine Violation, Pandemic, Covid-19 

 

1. PENDAHULUAN 

Covid-19 awal sekali terdeteksi di kota Wuhan negara Cina, pada sekira akhir Desember 

2019. Semenjak terdeteksi pertama maka Covid-19 ini dengan cepat menular dan menyebar 

ke seluruh wilayah di Cina dan ke negara lain, termasuk Indonesia. Pada beberapa temuan di 

lapangan, bagi orang dengan imun tinggi maka virus ini, efeknya cuma infeksi pernapasan 
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ringan, misalnya sebatas menimbulkan gejala semisal flu. Namun pada banyak kasus, virus ini 

bisa membuat infeksi pernapasan berat, semisal infeksi paru-paru, MERS, dan SARS.
1
 

Virus ini dapat bertular antar manusia dan telah tersebar luas di China dan lebih dari 190 

negara lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. 

Indonesia seperti bangsa-bangsa lain, telah megalami bencana ini berikut dampaknya. Covid-

19 ini sulit dideteksi, sehingga pemerintah musti berupaya keras untuk bisa mengatasinya. 

Dalam situasi pandemi Covid-19, Indonesia harus mengambil sikap untuk menekan 

meluasnya penyebaran virus ini. Penyebaran Covid-19 berpotensi menimbulkan kegawat 

daruratan kesehatan, sehingga untuk mencegah meluasnya dampak virus ini diperlukan 

seperangkat regulasi. Upaya pencegahan yaitu salah satunya tindakan karantina, yang khusus 

diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang 

menyatakan bahwa “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar 

atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi 

menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. 

Mencermati penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia yang semakin 

memprihatinkan, Pemerintah telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Maka yang wajib dilakukan upaya 

penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sebagai Negara 

Kesatuan, Pemerintahanan Pusat maupun Pemerintahan Daerah didalam penanganan Covid-

19 harus bersinergi di dalam menghadapi pandemi ini. Oleh karenanya pengimplementasian 

UU Kekarantinaan kesehatan hal yang sangat penting untuk menekan laju penyebaran Covid-

19 ini. 

Penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan pemerintah guna mengcover kesehatan 

penduduk dari sakitatau resiko yang dapat menghadirkan krisis kesehatan massal, dimana 

salah satu tindakannya adalah karantina wilayah, yang membatasi pergerakan penduduk, baik 

bagi siapa saja yang melancong keluar negeri, ataupun sebaliknya harus dikarantina setibanya 

di Indonesia, tindakan ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. 

Salah satu kasus pelanggaran kekarantinaan tersebut terdapat pada Putusan 

No.173/Pid.Sus/2021/PT/DKI, dengan Habib Riziq sebagai terdakwa, yang tidak mematuhi 

penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan. Dimana berawal pada tanggal 10 November 2020 

Terdakwa tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia dan terdakwa tidak langsung melakukan 

karantina mandiri. Akan tetapi Terdakwa turut bergabung dalam kerumunan ribuan orang 

yang menjemputnya. Selanjutnya tanggal 13 November 2020 terdakwa menghadirikegiatan 

diPondok Pesantren miliknyadengan dihadiri 3.000 orang. 

Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “TINJAUAN HUKUM 

TERKAIT PELANGGARAN KEKARANTINAAN PADA MASA PANDEMI  (Studi 

Kasus Putusan No.  173/Pid.Sus/2021/PT/DKI)” 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dipakai ialah hukum normatif.Sifat penelitian ini ialah dekskriptif 

analisis.Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data 

sekunder.Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan 

(LibraryResearch), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis.Analisis data 

dilakukan secara kualitatif. 

 

 

                                                 
1
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kriteria Tindak Pidana Yang  Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana 

Kekarantinaan 
Kaltal“tindalk pidalnal” dikenall dengaln istilalh “stralfbalalr feit” dallalm KUHP.Secalral halrfialh 

“stralfbalalr feit” dalpalt diterjemalhkaln sebalgali balgialn dalri kenyaltalaln yalng dalpalt dihukum, yalng 

tentu saljal tidalk benalr. Oleh kalrenal itu, nalntinyal kital alkaln mengetalhui balhwal yalng dalpalt 

dipidalnal sebenalrnyal aldallalh malnusial sebalgali pribaldi, bukaln kenyaltalaln, perbualtaln altalu 

perbualtaln
2
 

Pemetalaln berkalitaln dengaln istilalh dalri tindalk pidalnal, perbualtaln pidalnal hinggal peristiwal 

pidalnal sebalgali berikut: Dallalm Palsall 1 KUHP yalitu “nullum delictum mullal poenal sine 

pralevial poenalli” yalng alrtinyal“tidalk aldal tindalk pidalnal, tidalk aldal pidalnal, talnpa laldalnyal 

undalng-undalng hukum pidalnal terlebih dalhulu”. Ketentualn Palsall 1 KUHP menunjukkaln 

aldalnyal hubungaln yalng eralt alntalral sualtu tindalk pidalnal, kejalhaltaln daln hukum (hukum pidalnal) 

terlebih dalhulu. Pemetalaln terkalit istilalh dalri tindalk pidalnal, tindalk pidalnal hinggal peristiwal 

pidalnal sebalgali berikut:
3
 

a. “Stralfbalalr feit”aldallalh peristiwal kriminall;  

b. “Stralfbalalr Halndlung” diterjemalhkaln sebalgali Tindalk Pidalnal, digunalkaln oleh palral salrjalnal 

Hukum Pidalnal Jermaln; daln  

c. Tindalk Pidalnal diterjemalhkaln dengaln istilalh Tindalk Pidalnal. Delik yalng dallalm balhalsal 

Belalndal disebut “Stra lfbalalrfeit”, terbalgi menjaldi 3 (tigal) kaltal, yalitu:  

1) “Stralf” didefinisikaln sebalgali kriminall daln hukum,  

2) “Balalr” didefinisikaln sebalgali bisal daln mungkin,  

3) “Feit” dialrtikaln sebalgali perbualtaln, peristiwal, pelalnggalraln daln perbualtaln.  

Dallalm KUHP, tindalk pidalnal secalral umum dalpalt diuralikaln menjaldi 2 (dual) jenis, yalitu 

unsur subjektif daln unsur objektif. Unsur subjektif aldallalh unsur yalng melekalt paldal pelalku 

altalu terkalit dengaln pelalku daln meliputi segallal sesualtu yalng terkalndung di dallalm 

haltinyal.Sedalngkaln yalng dimalksud dengaln unsur objektif aldallalh unsur-unsur yalng aldal 

hubungalnnyal dengaln kealdalaln di malnal tindalkaln pembualtnyal halrus dilalkukaln. 

al.   Stralfbalalr feit aldallalh peristiwal pidalnal;  

b. Stralfbalre Halndlung diterjemalhkaln dengaln Perbualtaln Pidalnal, yalng digunalkaln oleh palral 

salrjalnal Hukum Pidalnal Jermaln; daln  

c. Criminall Alct diterjemalhkaln dengaln istilalh Perbualtaln Kriminall. Delik yalng dallalm balhalsal 

Belalndal disebut Stralfbalalrfeit, dibalgi altals 3 (tigal) kaltal, yalkni:
4
 

al. Stralf dialrtikaln sebalgali pidalnal daln hukum,  

b. Balalr dialrtikaln sebalgali dalpalt daln boleh,  

c. Feit dialrtikaln sebalgali tindalk, peristiwal, pelalnggalraln daln perbualtaln.  

Dallalm KUHP tindalk pidalnal paldal umumnyal dalpalt di jalbalrkaln unsur-unsurnyal menjaldi 2 

(dual) malcalm, yalitu unsur-unsur subjektif daln objektif.Unsur-unsur subjektif aldallalh unsur-

unsur yalng melekalt paldal diri si pelalku altalu yalng berhubungaln paldal diri si pelalku daln 

termalsuk kedallalmnyal yalitu segallal sesualtu yalng terkalndung di dallalm haltinyal.Sedalngkaln yalng 

dimalksud unsur objektif itu aldallalh unsur-unsur yalng aldal hubungalnnyal dengaln kealdalaln- 

kealdalaln malnal tindalkaln dalri si pembualt itu halrus dilalkukaln. 

Unsur-unsur obyektif dalri sualtu kejalhaltaln aldallalh:  

a. Sifalt melalnggalr hukum altalu wederrechtelicjkheid;  

                                                 
2
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 

181. 
3
 Muhammad Iqbal, dkk, Hukum Pidana (buku online), Tangerang Selatan,  Unpam Press, 2019, hal.26. 

4
Ibid. 
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b. Kuallitals pelalku, misallnyal kealdalaln sebalgali pegalwali negeri sipil dallalm sualtu tindalk pidalnal 

menurut Palsall 415 KUHP altalu kealdalaln sebalgali pengurus altalu komisalris Perseroaln 

Terbaltals dallalm sualtu tindalk pidalnal menurut Palsall 398 KUHP.  

c. Kalusallitals aldallalh hubungaln alntalral kejalhaltaln sebalgali sebalb daln kenyaltalaln sebalgali 

alkibaltnyal.  

Nalmun dallalm perkembalngaln hukum pidalnal di Indonesial, ketentualn pidalnal di lualr 

KUHP telalh memperluals pelalku tindalk pidalnal, yalng tidalk halnyal terbaltals paldal malnusial tetalpi 

jugal korporalsi.Perkembalngaln ini sejallaln dengaln perkembalngaln hukum pidalnal di negalral 

lalin.Setialp tindalk pidalnal yalng terdalpalt dallalm Kitalb Undalng-undalng Hukum Pidalnal (KUHP) 

secalral umum dalpalt dijalbalrkaln menjaldi unsur-unsur yalng terdiri dalri unsur subjektif daln unsur 

objektif.Unsur subjektif aldallalh unsur yalng melekalt paldal pelalku altalu terkalit dengaln pelalku, 

daln meliputi segallal sesualtu yalng terkalndung di dallalm haltinyal.Sedalngkaln unsur objektif 

aldallalh unsur yalng aldal hubungalnnyal dengaln kealdalaln, yalitu paldal kealdalaln di malnal perbualtaln 

pelalku halrus dilalkukaln.
5
 

Unsur subjektif dalri sualtu kejalhaltaln aldallalh:  

a. Disengalja l              altalu tidalk disengaljal (“dolus”altalu “culpal”);  

b. Tujualn altalu Voornemen paldal percobalaln altalu “pogging” sebalgalimalnal dimalksud dallalm 

Palsall 53 alyalt 1 KUHP;  

c. Berbalgali tujualn altalu “oog-malrk” seperti yalng terkalndung di dallalmnyal, misallnyal 

kejalhaltaln pencurialn, penipualn, pemeralsaln, pemallsualn daln lalin-lalin;  

d. Merencalnalkaln terlebih dalhulu altalu “voorbedalchte-ralald” sebalgalimalnal termualt dallalm 

tindalk pidalnal pembunuhaln menurut Palsall 340 KUHP;  

e. Ralsal talkut itu alntalral lalin tertualng dallalm rumusaln tindalk pidalnal menurut Palsall 308 

KUHP. 

Dallalm berbalgali literaltur, tujualn kriminall secalral luals dialralhkaln paldal pemberalntalsaln 

kejalhaltaln secalral represif sebalgali ciri teori albsolut daln pencegalhaln kejalhaltaln secalral preventif 

sebalgali teori relaltif.Terlepals dalri dual teori tujualn kriminall, malsih aldal teori galbungaln yalng 

berfokus paldal pemballalsaln daln perlindungaln malsyalralkalt paldal salalt yalng salmal. Kuallifikalsi 

unsur tindalk pidalnal pelalnggalraln kalralntinal kesehaltaln yalng mengalkibaltkaln kedalruraltaln 

kesehaltaln malsyalralkalt, dimalnal terdalpalt beberalpal unsur yalng dalpalt menimbulkaln kedalruraltaln 

kesehaltaln malsyalralkalt sallalh saltunyal ikut sertal dallalm kalitalnnyal dengaln pelalnggalraln kalralntinal 

kesehaltaln malsyalralkalt yalng mengalkibaltkaln kedalruraltaln kesehaltaln malsyalralkalt, tindalk pidalnal 

penyertalaln dialtur dallalm BAlB V penyertalaln dallalm tindalk pidalnal dallalm Palsall 56 KUHP, isi 

Palsall 56 alkaln diuralikaln sebalgali berikut: 

Palsall 56 KUHP: Di pidalnal sebalgali pembalntu kejalhaltaln:  

(1) Merekal yalng sengaljal memberi balntualn paldal walktu kejalhaltaln dilalkukaln  

(2) Merekal yalng sengaljal memberi kesempaltaln, salralnal altalu keteralngaln untuk melalkukaln 

kejalhaltaln.  

Aldalpun unsur-unsur yalng terkalndung dallalm Palsall 56 KUHP yalitu:  

1) Merekal; Yalitu subjek hukum yalng merupalkaln seseoralng altalu lebih yalng dengaln 

kesaldalralnnyal dalpalt dimintali pertalnggung jalwalbaln dalri perbualtalnnyal yalng telalh 

dilalkukaln.  

2) Sengaljal memberi balntualn paldal walktu kejalhaltaln dilalkukaln; Yalitu seseoralng altalu lebih 

yalng merupalkaln subjek hukum yalng terlibalt lalngsung dallalm peristiwal pidalnal berupal 

balntualn yalng membualt perbualtaln tindalk pidalnal tersebut dalpalt tercalpali.  

3) Sengaljal memberi kesempaltaln, salralnal  altalu keteralngaln untuk melalkukaln kejalhaltaln; Yalitu 

seseoralng altalu lebih yalng merupalkaln subjek hukum yalng tidalk terlibalt secalral lalngsung 

dallalm peristiwal pidalnal, alkaln tetalpi oleh perbualtalnnyal yalng merupalkaln memberikaln 

                                                 
5
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kesempaltaln, salralnal, altalu keteralngaln untuk melalkukaln kejalhaltaln yalng membualt 

perbualtaln tindalk pidalnal dalpalt terlalksalnal.  

Menurut KUHP yalng dimalksud dengaln turut sertal melalkukaln aldallalh setialp oralng yalng 

sengaljal berbualt dallalm melalkukaln sualtu tindalk pidalnal.Paldal mulalnyal yalng disebut dengaln 

turut berbualt itu iallalh balhwal malsing-malsing pesertal telalh melalkukaln perbualtaln yalng salmal-

salmal memenuhi semual rumusaln tindalk pidalnal yalng bersalngkutaln. P.Al.F. Lalmintalng 

mengemukalkaln balhwal, bentuk-bentuk “deelneming” altalu keturut sertalaln yalng aldal menurut 

Palsall 55 daln 56 KUHP aldallalh:  

1) “Doen plegen” altalu menyuruh melalkukaln altalu yalng di dallalm doktrin jugal sering disebut 

sebalgali middellijk dalderschalp;  

2) “Medeplegen” altalu turut melalkukaln altalupun yalng di dallalm doktrin jugal sering disebut 

sebalgali “mededalderschalp”;  

3) “Uitlokking” altalu menggeralkkaln oralng lalin, daln  

4) “Medeplichtigheid” 

Menurut Projodikoro balhwal dallalm Palsall 56 KUHP dialdalkaln limal golongaln pesertal 

delik, yalitu:  

a) Yalng melalkukaln perbualtaln (plegen, dalder); 

b) Yalng menyuruh melalkukaln perbualtaln (doen plegen, middelijke dalder);  

c) Yalng turut melalkukaln perbualtaln (medeplegen, mededalder); 

d) Yalng membujuk supalyal perbualtaln dilalkukaln (uitlokken, uitlokker);  

e) Yalng membalntu perbualtaln (medeplichtig zijn, medeplichtige).  

Tindalk pidalna l        altalu delik itu dibalgi dallalm beberalpal jenis, yalitu:  

a. Delik formall daln delik malteril;  

b. Delik commisionis, delik ommisionis daln delik commissionis per omissionem commissal;  

c. Delik dolus daln delik culpal(doleuse en culpose delicten);  

d. Delik tunggall daln delik bergalndal(enkelvoudige en salmengestelde delicten);  

e. Delik yalng berlalngsung terus daln delik yalng tidalk berlalngsung terus (voortdurende en 

niet voortdurende/alflopende delicten);  

f. Delik aldualn daln bukaln delik aldualn (klalchtdelicten en niet klalchtdelicten); 

g. Delik sederhalnal daln delik yalng aldal pemberaltalnnyal(eenvoudige en gequallificeerde 

delicten); 

Aldalpun penjelalsaln singkaltnyal sebalgali berikut: 
6
 

1) Delik formall daln delik malteril.  

a) Delik formall itu aldallalh delik yalng perumusalnnyal di titik beraltkaln kepaldal perbualtaln 

yalng dilalralng. Delik tersebut telalh selesali dengaln dilalkukalnnyal perbualtaln seperti 

tercalntum dallalm rumusaln delik. Misallnya: penghalsutaln (Palsall 169 KUHP); di mukal 

umum menyaltalkaln kebencialn, menyaltalkaln peralsalaln umum permusuhaln altalu 

penghinalaln terhaldalp saltu altalu lebih golongaln ralkyalt di Indonesial (Palsall 156 KUHP; 

penyualpaln (Palsall 209, 210 KUHP); sumpalh pallsu (Palsall 242 KUHP); pemallsualn suralt 

(Palsall 263 KUHP); pencurialn (Palsall 362 KUHP). 

b) Delik malteril itu aldallalh delik yalng perumusalnnyal dititik beraltkaln kepaldal alkibalt yalng 

tidalk dikehendalki (dilalralng). Delik ini balru selesali alpalbila alkibalt yalng tidalk 

dikehendalki itu telalh terjaldi.Kallalu belum, malkal palling balnyalk halnyal aldal percobalaln. 

Misall: pembalkalraln (Palsall 187 KUHP); penipualn (Palsall 378 KUHP), pembunuhaln 

(Palsall 338 KUHP). Baltals alntalral delik formall daln delik malteril tidalk taljalm, misallnyal 

Palsall 362 KUHP. 

2) Delik commissionis, delik omissionis daln delik commissionis peromissionem commissal. 

                                                 
6
Ibid, hal.12-13. 
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al) Delik commissionis: delik yalng berupal pelalnggalraln terhaldalp lalralngaln, iallalh berbualt 

sesualtu yalng dilalralng, pencurialn, penggelalpaln, penipualn.  

b) Delik omissionis: delik yalng berupal pelalnggalraln terhaldalp perintalh, iallalh tidalk 

melalkukaln sesualtu yalng diperintalhkaln/dihalruskaln, misallnya: tidalk menghaldalp sebalgali 

salksi di mukal pengaldilaln (Palsall 522 KUHP, tidalk menolong oralng yalng memerlukaln 

pertolongaln (Palsall 531 KUHP).  

Didallalm hukum pidalnal, pertalnggung jalwalbaln pidalnal bersifalt personall altalu 

perseoralngaln, sehinggal pertalnggung jalwalbaln halnyal dikenalkaln terhaldalp pelalku perbualtaln 

pidalnal.Oleh kalrenal itu pertalnggung jalwalbaln pidalnal tidalk dalpalt diallihkaln kepaldal oralng 

lalin.Dallalm pertalnggung jalwalbaln pidalnal terdalpalt alsals, yalitu tidalk dipidalna lalpalbilal tidalk 

terdalpalt kesallalhaln (Geen stralf zonder schuld; Alctus non falcit reum nisi mens sir real).
7
Dalpalt 

dialrtikaln balhwal seseoralng dalpalt dijaltuhi pidalnal, malkal seseoralng tersebut tidalk halnyal telalh 

melalkukaln perbualtaln pidalnal, melalinkaln jugal terdalpalt unsur kesallalhaln dallalm perbualtalnnyal 

daln jugal seoralng pelalku perbualtaln pidalnal tersebut telalh memenuhi unsur kemalmpualn dallalm 

bertalnggung jalwalb. 

 

3.2 Peneralpaln Hukum Pidalnal Terkalit Pelalnggalraln Tindalk Pidalnal Kekalralntinalaln Paldal 

Malsal Palndemi Covid 19 

Palndemi Covid-19 telalh meningkaltkaln tekalnaln paldal pemerintalh daln lembalga penegalalk 

hukum untuk menegalkkaln UU Kalkalralntinaalaaan n Kesehatan  

Aldalpun penjelalsaln singkaltnyal sebalgali berikut: 
1
 

1) Delik formall daln delik malteril 

a) Delik formall itu aldallalh delik yalng perumusalnnyal di titik beraltkaln kepaldal 

perbualtaln yalng dilalralng. Delik tersebut telalh selesali dengaln dilalkukalnnyal 

perbualtaln seperti tercalntum dallalm rumusaln delik. Misallnya: penghalsutaln (Palsall 

169 KUHP); di mukal umum menyaltalkaln kebencialn, menyaltalkaln peralsalaln umum 

permusuhaln altalu penghinalaln terhaldalp saltu altalu lebih golongaln ralkyalt di Indonesial 

(Palsall 156 KUHP; penyualpaln (Palsall 209, 210 KUHP); sumpalh pallsu (Palsall 242 

KUHP); pemallsualn suralt (Palsall 263 KUHP); pencurialn (Palsall 362 KUHP). 

b) Delik malteriel itu aldallalh delik yalng perumusalnnyal dititik beraltkaln kepalda lalkibalt 

yalng tidalk dikehendalki (dilalralng). Delik ini balru selesali alpalbilal  alkibalt yalng tidalk 

dikehendalki itu telalh terjaldi. Kallalu belum, malkal palling balnyalk halnya laldal 

percobalaln. Misallnya: pembalkalraln (Palsall 187 KUHP); penipualn (Palsall 378 

KUHP), pembunuhaln (Palsall 338 KUHP). Baltals alntalral delik formall daln delik 

malteriil tidalk taljalm, misallnyal Palsall 362 KUHP.  

2) Delik commissionis, delik omissionis daln delik commissionis peromissionem commissal. 

al) Delik commissionis: delik yalng berupal pelalnggalraln terhaldalp lalralngaln, iallalh berbualt 

sesualtu yalng dilalralng, pencurialn, penggelalpaln, penipualn.  

b) Delik omissionis: delik yalng berupal pelalnggalraln terhaldalp perintalh, iallalh tidalk 

melalkukaln sesualtu yalng diperintalhkaln/dihalruskaln, misallnya: tidalk menghaldalp 

sebalgali salksi di mukal pengaldilaln (Palsall 522 KUHP, tidalk menolong oralng yalng 

memerlukaln pertolongaln (Palsall 531 KUHP).  

Paldal UU kekalralntinalaln kesehaltaln dallalm Palsall 1 alyalt (2) berbunyi balhwal: 

“kedalruraltaln kesehaltaln malsyalralkalt aldallalh : kejaldialn kesehaltaln malsyalralkalt yalng bersifalt lualr 

bialsal dengaln ditalndali dengaln ditalndali penyebalraln penyalkit menulalr daln/altalu kejaldialn yalng 

disebalbkaln oleh raldialsi nuklir, pencemalraln biologi, kontalminalsi kimial, bioterorisme, daln 

palngaln yalng menciptalkaln balhalyal kesehaltaln daln berpelualng tersebalr dilintals wilalyalh altalu 

negalral”. 
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Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Dalam Hukum 
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Secalral normaltif, dengaln aldalnyal penetalpaln staltus dalruralt kesehaltaln malsyalralkalt ini malkal 

Pemerintalh selalnjutnyal dalpalt melalkukaln penetalpaln daln melalksalnalkaln penyelenggalralaln 

kekalralntinalaln kesehaltaln. Hall ini sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 11 alyalt (1) UU 

Kekalralntinalaln Kesehaltaln yalng menyebutkaln: “penyelenggga lralaln kekalralntinalaln kesehaltaln 

paldal dalruralt kesehaltaln malsyalralkalt dilalksalnalkaln oleh Pemerintalh pusalt secalral cepalt daln tepalt 

berdalsalrkaln besalrnyal alncalmaln, efektifitals, dukungaln sumber dalyal, daln teknik operalsionall 

dengaln kedalulaltaln negalral, kealmalnaln, ekonomi sosiall daln budalyal sebalgali pertimbalngalnnyal.” 

Selalnjutnya luntuk mencalpali tujualn, pembalngunaln hukum pidalna ljenis/tingkalt kejalhaltaln 

daln kealdalaln yalng melingkupinyal.Model yalng salalt ini diteralpkaln oleh pemerintalh konsisten 

dengaln teori kontrol sosiall, yalng meneliti balgalimalna lpemerintalh mengontrol walrgal negalral daln 

orgalnisalsi daln/altalu sejaluh malnal pemerintalh memalkali undalng-undalngnya luntuk menalrgetkaln 

individu yalng kuralng kualt seperti walrga lnegalral untuk mengontrol kontrol terbukal yalitu 

peralturaln perundalng-undalngaln daln salnksi pidalnal.Kontrol pemerintalh daln mereka lyalng 

dikendallikaln mungkin balhwa lperilalkunya lsedalng dikendallikaln. Kriminologi yalng 

mempelaljalri tentalng kejalhaltaln, tingkalh lalku individu (pidalnal) daln talnggalpaln malsyalralkalt 

merupalkaln sallalh saltu ilmu yalng memperkalya lhukum  pidalnal. Peneralpaln alneka lpralktek 

kesehaltaln jugal bisa ldialrtikaln dallalm kriminologi yalng merupalkaln balgialn dalri ilmu-ilmu 

sosiall, menciptalkaln kecenderungaln balru balhwal tujualn hukum pidalnal tidalk terbaltals paldal 

menghilalngkaln kejalhaltaln, tetalpi untuk meyelalmaltkaln sebalnyalk mungkin oralng kealdalaln yalng 

berbalhalyal balgi kealmalnaln untuk melindungi kepentingaln hukum malsyalralkalt.
8
 

Hukum pidalna lupalyal  bisal memenuhi ralsal kealdilaln & bualt melindungi ralkyalt menurut 

setialp tindalk pidalna llalntalraln Indonesial merupalkaln Negalra lalturaln, alturaln pidalnal bisal dipalkali 

bualt ralkyalt yalng bertujualn bualt melindungi ralkyalt.
9
Peneralpaln hukum dalpalt disalmalkaln 

dengaln penuntutaln pidalnal.Secalra lkonsep, halkikalt penegalkaln hukum aldallalh halrmonisalsi 

hubungaln nilali, yalng dinyaltalkaln sebalgali prinsip daln sikalp yalng tetalp daln nyaltalsebalgali 

ralngkalialn talhalp alkhir dalri perubalhaln nilali, untuk menciptalkaln, mempertalhalnkaln, daln 

memelihalral perdalmalialn sosiall.Pelalcalkaln sebalgali sualtu proses paldal dalsalrnyal graltis, 

membutuhkaln keputusaln yalng tidalk dialtur secalra l  ketalt oleh hukum tetalpi melibaltkaln 

penilalialn pribaldi.
10

 

Penggunalalan lsalnksi pidalna ldimalsal  palndemi bertujualn untuk menertibkaln malsyalralkalt 

gunal mencegalh penyebalraln Covid-19.Aldalnyal hukum pidalna laltals pelalnggalraln kalralntinal 

kesehaltaln di eral Covid-19 haldir kalrenal sebalb tertentu.Situalsi ini, mempersulit pemerintalh 

untuk mencalri solusi menghentikaln penyebalraln virus Covid-19 yalng sedalng diderital oleh 

malsyalralkalt Indonesia lbalhkaln seluruh negalra ldi dunial. 

Kebijalkaln untuk membualt kalralntinal menurut UU Kekalralntinalaln Kesehaltaln iallalh terlebih 

dalhulu Pemerintalh Pusalt menetalpkaln jenis penyalkit daln falktor resiko yalng bisa lmelalhirkaln 

kaldalruraltaln kesehaltaln malsyalralkalt (Palsall 10 alyalt (3)).Hall ini ditujukaln guna lmenetalpkaln 

alpalkalh sualtu penyalkit tersebut memalng sifaltnya lmenjalngkiti altalu palndemi. 

Menurut Palsall 1 UU Kalralntinal Kesehaltaln balhwal Kekalralntinalaln Kesehaltaln aldallalh upalyal 

mencegalh daln menalngkall kelualr altalu malsuknyal penyalkit daln/altalu falktor resiko kesehaltaln 

malsyalralkalt yalng berpelualng menciptalkaln kedalruraltaln kesehaltaln malsyalralkalt. Palsall 9 alyalt (1) 

menyaltalkaln: setialp oralng waljib memaltuhi penyelenggalralaln Kekalralntinalaln Kalsehaltaln. 

UU Kekalralntinalaln kesehaltaln berisi pengalturaln tentalng lalralngaln malsuk daln kelualr dalri 

alrea lyalng terkontalminalsi oleh walbalh.UU tersebut juga lmengaltur pengenalaln valksinalsi, isolalsi 

daln kalralntina lwilalyalh untuk memutus malta lralntali penyebalraln walbalh.Pemberlalkualn peralturaln 

perundalng-undalngaln kekalralntinalaln kesehaltaln merupalkaln upalyal pemerintalh untuk 

menciptalkaln kehidupaln malsyalralkalt yalng lebih nyalmaln, tenteralm, daln sejalhteral.Menyikalpi 
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9
Ibid. 
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kealdalaln itu, pemerintalh mengelualrkaln beberalpal peralturaln sebalgali pelalksalnal UU 

tersebut.Tentalng salnksi pidalnalnyal, Palsall 93 UU Kalkalralntinalaln kesehaltaln mengaltur balhwal 

sialpal saljal  yalng tidalk memaltuhi isi Palsall 19 alyalt (1) daln/altalu pelalksalnalaln pelalyalnaln kesehaltaln 

kalralntina lyalng menimbulkaln untuk kedalruraltaln kesehaltaln malsyalralkalt, denda lpalling lalma lsaltu 

(l) talhun daln/altalu denda  l        palling balnyalk seraltus jutal. 

Dallalm Palsall 14 UU Walbalh Penyalkit Menulalr yalng intinyal menyaltalkaln, sialpal saljal yalng 

sengalja lmenghallalngi dilalkukalnnya lpemberalntalsaln penyalkit berdalsalrkaln UU ini 

dipidalna ldengaln pidalna lpenjalra lpalling lalma lsaltu talhun daln/altalu dendal palling balnyalk saltu 

jutal.Sialpal saljal yalng lallali mencegalh pelalksalnaln pengendallialn penyalkit menurut calra lyalng 

ditentukaln dallalm UU ini, dipidalna l   penjalra l    palling lalma lenalm bulaln daln/altalu denda l  palling 

balnyalk limal raltus ribu.Tindalk pidalnal menurut pasal (1) aldallalh kejalhaltaln, sedalngkaln (pasal 2p) 

aldallalh delik aldministraltif.Sehinggal, dalpalt disimpulkaln balhwa lcoronal virus didefinisikaln 

penyalkit yalng bisa l   menyebalbkaln krisis kesehaltaln malsyalralkalt. 

 

3.3 Pertimbalngaln Hukum Halkim Dallalm Memutus Perkalral  

No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI Terkalit Pelalnggalraln Tindalk Pidalna lKekalralntinalaln 

Palda llSaat l         Palndemi. 

Kalsus ini bermula lpaldal talnggall 10 November 2020 Terdalkwal tibal di Indonesia l            dimalnal 

terdalkwal tidalk lalngsung melalkukaln kalralntinal malndiri.Alkaln tetalpi Terdalkwal turut bergalbung 

dallalm keralmalialn ribualn oralng yalng menjemputnyal di Balndalral.Selalnjutnyal talnggall 13 

November 2020 terdalkwal menghaldiri kegialtaln di Pondok Pesalntren miliknyal daln dihaldiri 

oleh 3.000 oralng. Setelalh selesalinyal kegialtaln tersebut, kemudialn dilalkukalnlalh Ralpid Test 

terhaldalp walrgal malsyalralkalt sekitalr daln terdalpalt 41 oralng positif, termalsuk pulal terdalkwal, 

sehingga lmenimbulkaln cluster balru, sehinggal telalh menghallau upalyal Pemdal          Kalbupalten 

Bogor melallui Saltualn Tugals Covid-19 dallalm upalyal mengalwalsi daln menalnggulalngi 

penyebalraln walbalh virus Covid-19 dengaln terget yalng alwallnyal aldal zona loralnge untuk 

dipulihkaln kemballi ke zonal hijalu altalu setidalk-tidalknyal tetalp beralda l    di zona loralnge,nalmun 

yalng terjaldi justru seballiknyal yalitu meningkalt ke zona meralh.Aldalpun dalkwalaln kepaldal 

Terdalkwal yalitu:Pertalmal, Perbualtaln Terdalkwal merupalkaln tindalk pidalnal yalng dialtur daln 

dialncalm dallalm Palsall 93 UU Kekalralntinalaln Kesehaltaln. Kedual, Perbualtaln Terdalkwal 

merupalkaln tindalk pidalnal yalng dialtur daln dialncalm dallalm Palsall 14 alyalt(1) UU Walbalh 

Penyalkit Menulalr.Ketigal, Perbualtaln Terdalkwal dan merupalkaln tindalk pidalnal yalng dialtur daln 

diancam dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP. 

Pertimbangan Hakim Balhwal suralt dalkwalaln terhaldalp Terdalkwal oleh JPU disusun 

secalra lallternaltif, yalitu dallalm allternaltif Dalkwalaln Pertalma lsebalgalimalnal dialtur daln dialncalm 

pidalnal paldal Palsall 93 UU Kekalralntinalaln kesehaltaln, allternaltif Dalkwalaln Kedual yalng dialtur 

Palsall 14 alyalt (1) UU Walbalh Penyalkit Menulalr, daln allternaltif Dalkwalaln Ketigal dialtur Palsall 

216 alyalt (1) KUHP, dimalnal halkim di Tingkalt memilih dalkwalaln kesaltu. 

Balhwa ldallam memori balnding JPU yalng menilali halkim tidalk mengalmbil putusaln 

berkuallitals yalng tidalk objektif daln putusaln tersebut tidalk memiliki efek peringaltaln, 

malka lmaljelis halkim tingkalt balnding menyaltalkaln balhwa lhukumaln halrus dilalkukaln terhaldalp 

terdalkwal, kejalhaltaln pidalnal secalra lpalrallel daln sesuali dengaln Balb VI Palsall 63-71 KUHP 

tentalng Pembalrengaln (Concursus). Pengaldilaln Tingkalt Pertalmal, dallalm menghukum terdalkwal 

dallalm kalsus alquo, mengemukalkaln allalsaln hukum balhwal hukumaln yalng dijaltuhkaln itu tidalk 

halnyal         sebalgali usalhal     ballalsaln, tetalp sebalgali upalya lkonstruksi. 

Balhwal terhaldalp allalsaln-allalsaln dallalm kontral memori, Penalsihalt Hukum Terdalkwal, 

menyimpulkaln yalng intinyal memintal halkim mengualtkaln putusaln tingkalt pertalmal 

sehingga ltidalk perlu mempertimbalngkaln lebih lalnjut.Maljelis Balnding setuju dengaln 

pertimbalngaln hukum daln keputusaln Senalt Halkim Pengaldilaln, yalng malsuk alkall daln benalr, 

mengingalt falktal-falkta lyalng ditetalpkaln dalri pelalnggalraln yalng dituduhkaln dallalm allternaltif daln 
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pertimbalngaln hukumaln. Kallimalt yalng juga lmempertimbalngkaln hall-hall yalng memberaltkaln 

daln hall-hall yalng meringalnkaln lalinnyal.Palndalngaln maljelis halkim tingkalt pertalmal 

dipertimbalngkaln daln dipalkali sebalgali balhaln pertimbalngaln balgi maljelis tinggi itu sendiri 

dallalm memutus perkalra ldi tingkalt selalnjutnyal. 

Dengaln pertimbalngaln-pertimbalngaln tersebut malkal putusaln PN Jalkalrtal Timur talnggall 27 

Mei 2021 Nomor 226/Pid.Sus/2021/l PN.Jkt.Tim berallalsaln hukum untuk dikualtkaln.Dengaln 

pertimbalngaln-pertimbalngaln itu malka lputusaln PN Jalkalrtal Timur talnggall 27 Mei 2021 Nomor 

226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim berallalsaln hukum. 

Almalr putusaln di tingkalt balnding berbunyi:al.Menerimal permintalaln balnding dalri Penuntut 

Umum;b.Mengualtkaln putusaln Pengaldilaln Negeri Jalkalrtal Timur Nomor  

226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim talnggall 27 Mei 2021 yalng dimintalkaln balnding 

tersebut;c.Membebalnkaln bialyal perkalral paldal kedual tingkalt pengaldilaln kepaldal Terdalkwal yalng 

paldal tingkalt balnding ditetalpkaln sebesalr Rp 5.000,- (limal ribu rupialh); 

Dallalm hall ini, kalralntinal  malndiri aldallalh subjek yalng disebutkaln dallalm Palsall l93 UU 

Kalralntinal kesehaltaln yalng bertujualn mencegalh terjaldinya lpelalnggalraln kebijalkaln 

kalralntinal.Menurut peneliti, penjaltuhaln salnksi pidalnal terhaldalp pelalnggalr kebijalkaln kalralntinal, 

khususnya lyalng beralsall dalri lualr negeri dinilali kuralng tepalt, nalmun mengingalt malsih balnyalk 

malsyalralkalt yalng tidalk mengikuti kebijalkaln tersebut, menurut peneliti ketegalsaln diperlukaln 

dallalm hall ini, untuk mencegalh malsyalralkalt mengikuti kebijalkaln tersebut.Selalin itu, peneralpaln 

hukum terhaldalp pelalnggalraln kalralntina ljugal halrus berlalku balgi seluruh alnggotal malsyalralkalt, 

termalsuk pejalbalt daln oralng-oralng berpengalruh lalinnyal, algalr tidalk menimbulkaln 

kecemburualn sosiall. 

Nalmun, dallalm kalsus ini, malsih dialnggalp tidalk tepalt untuk menjaltuhkaln hukumaln pidalnal 

kepalda lterdalkwal yalng melalnggalr kebijalkaln kalralntinal dengaln hukumaln pidalnal selalma llimal 

bulaln.Menurut peneliti, salnksi tersebut terlallu tinggi.Hall ini disebalbkaln kalrenal  sifalt salnksi 

pidalna itu sendiri, daln hukum pidalnal Indonesial berprinsip balhwal hukum pidalnal aldallalh obalt 

teralkhir. Intinya laldallalh : jikal malsallalh dalpalt diselesalikaln dengaln metode lalin terlebih dalhulu, 

metode itu halrus digunalkaln terlebih dalhulu, kalrenal sifalt kejalhaltaln berupa l        penderitalaln, 

malka lsalnksi pidalnal merupalkaln lalngkalh teralkhir dallalm penegalkaln hukum.Rumusaln delik 

pelalnggalraln yalng dimalksud dallalm Palsall 93 jo Palsall 9 UU no. 6 talhun 2018 bersifalt umum 

salmpali halmpir albstralk, dimalna l   tentalng bentuk perbualtaln „tidalk memaltuhi daln/altalu 

menghallau penyelenggalralaln kekalralntinalaln kesehaltaln‟ tidalk diperjelals.
11

 

Pemidalnalaln bisal bermalkna lsebalgali proses penetalpaln daln pemberialn salnksi dallalm pidalnal 

yalng dialncalmkaln kepaldal  pembualt tindalk pidalnal merupalkaln ciri hukum pidalnal yalng 

membedalkaln dengaln tipe hukum lalin.
12

  

Dallalm hall ini, dalri sudut palndalng peneliti, penjaltuhaln pidalna lterhaldalp pelalnggalran 

kekalralntinaan dengaln pidalnal penjalra laldallalh tidalk waljalr, kalrena lberaltnya lpelalnggalraln yalng 

dilalkukaln tidalk cocok dengaln beraltnya ltindalk pidalnal  yalng ditentukaln dallalm KUHP.Penjalral 

aldallalh kejalhaltaln yalng melibaltkaln pembaltalsaln geralk altalu peralmpalsaln kebebalsaln dengaln 

menempaltkaln seseoralng di tempalt khusus yalng disebut penjalral.Penjalhalt bialsalnyal dijaltuhi 

hukumaln penjalral.Kejalhaltaln aldallalh : perbualtaln melalwaln kealdilaln dimalna lperbualtaln itu, 

sekallipun tidalk dalpalt dipidalnal, tetalp dialnggalp bertentalngaln dengaln kealdilaln. 

 

4. SIMPULAN 

Kriterial tindalk pidalna lyalng tergolong tindalk pidalna l kekalralntinaan, yalitu:Klalsifikalsi 

pelalnggalraln dallalm pelalnggalraln kalralntinal kesehaltaln yalng mengalralh palda lkedalruraltaln 

kesehaltaln malsyalralkalt dallalm UU nomor 6 talhun 2018 tentalng kelkalralntinalaln kesehaltaln, paldal 
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Sumber: https://law.un-ja.ac.id/sanksi-pidana-pen-jara-terhadap-pe-langgar-psbb/, diakses tanggal 1 

Januari 2022, pukul 06.55 Wib. 
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Palsall 93 telah mengaltur:“Balralng sialpal melalnggalr pelalksalnalaln kekaekralntinaan kalsehaltaln 

dimalksud dallalm Palsall 9 alyalt (1) daln/altalu mencegalh kekalralntinaan lkesehaltaln sedemikialn rupal 

sehinggal menimbulkaln kekalralntinaan lkesehaltaln, dipidalna ldengaln pidalna lpenjara palling lalmal 

1 (saltu) talhun daln/altalu dendal palling balnyalk seraltus jutal  rupialh. Hall- hall yalng termalsuk dallalm 

Palsall 93 UU Kalralntinal Kesehaltaln aldallalh:al)Setialp oralng Sebalgali pengembaln halk daln 

kewaljibaln, setialp oralng bertalnggung jalwalb secalral pidalnal sebalgali subyek halk alsalsi malnusial. 

b)oralng yalng tidalk memaltuhi kalralntina lkesehaltaln, menyebalbkaln krisis kesehaltaln malsyalralkalt 

daln/altalu mencegalh pelalksalnalalnnyal; c. Dengaln sengalja lmemberi kesempaltaln, salralnal altalu 

keteralngaln palda lsalalt tindalk pidalna ldibualt.Peneralpaln hukum pidalna lsehubungaln dengaln 

pelalnggalraln tindalk pidalna lkalralntinal di malsa l   palndemi Covid-19 aldallalh pengenalaln salnksi 

pidalna lyalng dialtur dallalm Palsall 93 UU kekalralntinalaln kesehaltaln, balhwa l balralng sialpa ltidalk 

menalalti pelalksalnalaln kekaalralntinaan kesehaltaln sesuali kekalralntinaan lkesehaltaln Palsall 9 (1) 

daln/altalu mencegalh pelalksalnalaln kalralntina lkesehaltaln dengaln menimbulkaln krisis kesehaltaln 

malsyalralkalt dipidalnal  dengaln pidana  penjalral  palling lalmal saltu talhun daln/altalu denda lpalling 

balnyalk seraltus juta lrupialh. Pertimbalngaln hukum halkim dallalm Putusaln Perkalral 

173/Pid.Sus/2021/PT/DKI tentalng pelalnggaran pidalna lkalralntina lpalda lmalsa lpalndemi, alntalral 

lalin:Memperhaltikaln balhwal   dalkwalaln yalng dialjukaln terhaldalp terdalkwa loleh kejalksalaln disusun 

dengaln calral alterter   alternaltif yalitu sebalgali allternaltif dalri dalkwalaln pertalmal, sebagaimana diatur dallalm 

Palsall 93, yalng merupalkaln allternaltif dalri dalkwalaln kedual   Palsall 1 UU No. 14 Talhun 1984, daln 

sebalgali allternaltif dalri dalkwalaln ketigal dengaln calral   yalng ditentukaln daln dialncalm dallalm Palsall 

16 Alyalt (1) KUHP. Jaldi alrtinyal  memberikaln kebebalsaln kepalda ljuri untuk memilih allternaltif 

dalkwalaln yalng dipertimbalngkalnnya ldaln berdalsalrkaln falktal hukum yalng terungkalp di 

persidalngaln, hall itu membualt halkim tingkalt pertalma lmemenalngkaln dalkwalaln pertalmal, yalitu 

ketentualn undalng-undalng”.Pelalksalnalaln Kalralntinal Kesehaltaln” daln maljelis halkim tingkalt 

balnding menyepalkalti pertimbalngaln hukum daln putusaln maljelis halkim yalng bisa lditerimal     daln 

benalr.Dengaln pertimbalngaln itu, Putusaln Nomor 226/Pid.Sus/2021/l PN.Jkt.Tim. Dalsalr 

hukum peneralpaln salnksi yalng dijaltuhkaln kepalda lterdalkwa ldallalm perkalra lini aldallalh Palsall 93 

juncto Palsall 9 UU Kalralntinal  kesehaltaln.Dallalm hall ini, kalralntinal malndiri aldallalh : subjek yalng 

disebutkaln dallalm Palsall 93.Peneralpaln salnksi pidalnal dimalksudkaln untuk menimbulkaln efek 

jeral    balgi pendaltalng dalri lualr negeri yalng melalnggalr pralktek kalralntinal.Nalmun menurut 

peneliti, penjaltuhaln salnksi pidalnal altals pelalnggalraln alturaln kalralntina lterhaldalp oralng yalng balru 

malsuk dalri lualr negeri kuralng tepalt untuk melalcalk pelalnggalraln kebijalkaln kalralntinal.Alpallalgi 

balgi merekal yalng daltalng dalri lualr negeri, kalrenal penyebalraln virus Covid-19 yalng talk 

terbendung. 
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